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ABSTRAK 

 

Annisa ramadhani/222015278/2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur Studi kasus 

pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur. 

 

Penelitian ini dibuat untuk menjawab masalah yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
seberapa  besar pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah 

OKU Timur, seberapa besar pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah 

OKU Timur, seberapa besar pengaruh antara  transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah 

OKU Timur. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan 

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur, untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas 

terhadap kinerja pemerintah daerahOKU Timur, untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap 

kinerja pemerintah daerah OKU Timur. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan 

keuangan daerah (X1), Variabel akuntabilitas (X2), Variabel transparansi (X3), Variabel kinerja 

pemerintah daerah (Y). Jenis penelitian ini adalah assosiatif dan deskriftif . Data yang digunakan 

adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 OPD Kabupaten OKU Timur. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data yaitu kuantitati menggunkan uji regresi 
berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian, pengelolaan keuangan daerah dan 

akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Sedangkan 

transparansi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.  

Disarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian, dapat 

menambah periode penelitian serta menambahkan variabel lain yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. 

 

Kata kunci:Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah 

Daerah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Annisa Ramadhani/222015278/2019. The influence of regional financial management, 

accountability, and transparency on regional government’s performance( case study on the 

device organization of the east OKU district). 

 

This study was made to answer the problem statement in this study, namely how much 

influence between regional financial management on the performance of the East OKU regional 

government, how much influence between accountability on the performance of the East OKU 

regional government, how much influence between transparency on the performance of East OKU 

regional government. With the aim of the research is to find out the effect of regional financial 

management on the performance of the East OKU regional government, to determine the effect of 

accountability on the performance of the East OKU regional government, to determine the effect 

of transparency on the performance of the East OKU regional government. The variables in this 

study are regional financial management (X1), accountability variables (X2), transparency 

variables (X3), regional government performance variables (Y). This type of research is 

associative and descriptive. The data used is primary data. The population in this study was 33 
East OKU District OPD. Data collection techniques in this study were using questionnaires and 

interviews. The data analysis technique uses data analysis techniques, namely quantitatively using 

multiple regression tests. The results showed that, in part, regional financial management and 

accountability had a positive influence on local government performance. While transparency had 

no effect and was not significant on the performance of local governments. It is recommended that 

further research be able to expand the object of research, can add to the period of research and 

add other variables that can be used to influence the performance of local governments. 

 

Keywords :regional financial management, accountability, transparency, regional government’s 

performace



 

 

 

 

PRAKATA 

 

Assalamualaikum, wr.wb 

 

Alhamdulillahi Robbil’alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan 

selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur (Studi kasus pada Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur)”, sebagai upaya melengkapi syarat 

untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Fokus utama dari kinerja pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan 

daerah dan akuntabilitas, pengukuran mengenai pengelolaan keuangan daerah 

merupakan  indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan OPD 

dalam menghasilkan kinerja yang baik di masa yang akan datang. Transparansi  

dibutuhkan karena kadangkala terdapat penyimpangan dalam anggran maka jika 

setiap OPD sudah transparan akanmenggambarkan kondisi OPD yang 

sesungguhnya. 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab 

kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab 

hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam 



 

penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang 

dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana 

mestinya. 

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua 

Ayahanda saya bapak Iskandar,S.H dan Ibunda saya Ibu Nirwana serta keluarga 

yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga 

mengucapkan terimah kasih kepada Ibu Dr,Hj.Yuhanis Ladewi, S.E.,Ak.,M.Si.CA 

dan Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si. yang telah membimbing dan memberikan 

masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis 

sampaikan kepada : 

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Palembang. Beserta staf dan karyawan 

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan ,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. 

3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus dosen pembimbing 

akademik saya dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekertaris Jurusan 

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang 

4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

beserta para staf dan karyawan  

5. Serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah OKU Timur yang telah membantu 

dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitan. 



 

6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan 

guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran 

dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas 

perhatian dan masukan saya ucapkan terimakasih. 

 

 

Palembang,  Februari  2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk 

melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi 

hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya konsep otonomi 

daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan 

pemerintahan. 

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan 

otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang 

menjadi sorotan publik. Isu tentang kinerja pemerintah daerah ini menjadi 

sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan 

oleh rakyat. Dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja 

pemerintah secara maksimal. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai 

kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

perwujudan konsep otonomi daerah. 

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat 

menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke 

daerah telah menimbulkan dampak yaitu korupsi yang begitu marak dan 

semakin kuat di daerah.(Hendra, 2017: 2)  



 

Kinerja pemerintah adalah salah satu bentuk penilaian asas manfaat 

dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan dalam organisasi sektor 

publik, setelah adanya operasional anggaran langkah selanjutnya adalah 

pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan 

manejemen dalam menghasilkan pelayanan publikyang baik (Rachmat, 2010: 

316) .Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian 

hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal.  Untuk mengetahui 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau 

tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja 

membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian 

tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan 

yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk 

pelayanan tersebut (Ulum, 2012: 20). 

Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah 

tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.  Kinerja instansi 

pemerintah berkaitan erat dengan pengelolaan, akuntabilitas, transparansi. 

memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang 

baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan 

penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan 

diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan 

berpihak kepada rakyat. 



 

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah. Menurut Baldrick (2017:12) Pengelolaan keuangan daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan daerah. Menurut Hendra (2017: 10) Pengelolaan keuangan daerah 

adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai 

dengan kedudukan dan kewenangan yang meliputi kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. 

Menurut Abdul (2016: 56) Dalam melaksanakan akuntabilitas 

publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai 

bentuk pemenuhan hak-hak publik.Akuntabilitas publik adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatanyang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 2012: 14). Menurut Kerangka 

Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintah, 2015 Akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.Jadi berdasarkan beberapa 

pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pemenuhan 



 

hak-hak publik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada 

masyarakat secara periodik.Akuntabilitas publik adalah prinsip 

pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai 

dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan 

dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. 

 Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan 

berprilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus 

dipertimbangkan yaitu: 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah 

bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 

2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara baik, 

perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan 

salah urus.  

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi 

yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai 

akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan 

politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang 

memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki 

kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Hal ini dibutuhkan juga 

pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan 

yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha 

yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian 

suatu tujuan tertentu. Konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas 

pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada 



 

rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan 

sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.   

Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja 

pemerintah. Menurut Abdul (2016: 56) Transparansi pengelolaan keuangan 

pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara 

positif. Dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh 

informasi yang aktual dan faktual.Menurut Kerangka Konseptual, Standar 

Akuntansi Pemerintah, (2015) Transparansi adalah memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

Fenomena terjadi saat ini, Pengelolaan keuangan daerah selama ini 

bukannya membaik tapi malah memburuk kita juga mendapatkan informasi 

tampaknya korupsi kebocoran keuangan kita itu bisa mencapain 20 samapai 

40% semestinya dana itu bisa dimaksimalkan untuk program pembangunan 

seperti infrastruktur tetapi karena terjadi kebocoran dana itu terasa kurang 

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.(Sri Adiningsih, Ketua Dewan 

Pertimbangan Presiden).  

Selain itufenomena sejenis hampir setiap tahunnya ditemukan 

tindak penyimpangan anggaran secara berulang-ulang pada dinas/bidang yang 



 

sama buruknya praktek transparansi pada pemerintah daerah juga menjadi 

salah satu penyebabnya hasil pemeriksaan BPK di pemerintahan kabupaten 

Musi Banyuasin mungungkap ada sebanyak enam temuan penyimpangan 

penggunaan anggaran dari empat SKPD yg telah menyebabkan kerugian 

keuangan daerah. (Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel) 

Fenomena yang terjadi di daerah OKU Timur yaitu realisasi anggaran 

perjalanan dinas pada dua SKPD tidak dapat diyakini kebenarannya, hasil 

pemeriksaaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota 

DPRD berupa tiket yang digunakan sebagai salah satu bukti 

pertanggungjawaban,  tidak ditemukan  dalam database pada portal e-audit 

BPK maskapai Garuda Indonesia sebanyak 35 perjalanan dinas atau sebesar 

Rp.270.286.170,00 sehingga realisasi tersebut tidak dapat diyakini. Hasil 

pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah 

Bapedalda menunjukkan beberapa kelemahan pengendalian.(Abdul aziz, 

Ketua DPW LP2I). 

 Selain itu juga fenomena sejenis ini terdapat kasus korupsi, kasus ini 

terkuak setelah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan 

korupsi dana RSUD OKUT tahun 2014-2015 dengan anggaran Rp. 

6.400.000.000. Hasil audit BPKP Sumsel, ditemukan kerugian negara sebesar 

Rp. 540.000.000 . Anggaran yg diselewengkantersangka tersebut dengan 

modus memanipulasi anggaran gaji dokter spesialis yang dipekerjakan di 

rumah sakit yang dipimpinnya.(Hari Setiyon, Wakil Kajati Sumsel) 



 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Nopriansyah (2016). Hasil 

menujukkan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di pemerintah 

provinsi Sumatera Utara. Secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan 

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 

pemerintah daerah, sedangkan variabel transparansi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana dkk 

(2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi 

berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu, Pengelolaan Keuangan Daerah 

berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu, dan Pengawasan Internal tidak 

berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu. 

 Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny dkk 

(2015). Hasil penelitian ini menyatakan Akuntabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pemerintahdaerah. Sedangkan Transparansi 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 



 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah OKU Timur.   

B. Rumusan Masalah  

1. Seberapa besar pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah OKU Timur? 

2. Seberapa besar pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah 

daerah OKU Timur? 

3. Seberapa besar pengaruh antara  transparansi terhadap kinerja pemerintah 

daerah OKU Timur? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah OKU Timur.  

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah 

daerahOKU Timur.  

3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah 

daerah OKU Timur. 

 

 



 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi penulis 

Untuk mengembangkan ilmu  pengetahuan dan menambah wawasan 

mengenai hal yang berkaitan dengan  pengelolaan keuangan daerah, 

akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah OKU 

Timur. 

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah OKU Timur 

Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukkan dalam mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah, khususnyapengelolaan keuangan daerah, 

akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). 

3. Manfaat bagi almamater 

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama. 
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